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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)” 

 

ABSTRAK 

 
Sistem katalog elektronik adalah sistem informasi pengadaan barang/jasa 

pemerintah yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah pada tahun 2012. Proses pemilihan penyedia yang terbuka bagi setiap 

pelaku usaha merupakan wujud dalam transparansi di bidang pengadaan 

barang/jasa pemerintah. Tugas akhir ini juga membahas mengenai ketentuan umum 

yang harus dipenuhi oleh penyedia sebelum masuk di sistem katalog elektronik dan 

proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem katalog elektronik. Tujuan 

dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui peran dari sistem katalog 

elektronik dalam mendorong pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan di 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penulis mendapatkan data 

yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data tersebut didapatkan melalui 

metode wawancara dengan kepala seksi kebijakan katalog di Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, studi pustaka merupakan hasil dari penelaahan 

peraturan mengenai sistem katalog elektronik dan dokumentasi penulis selama 

melakukan praktik kerja lapangan dengan melihat secara langsung proses pemilihan 

penyedia. 

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, transparan, katalog elektronik 

 

ABSTRACT 

 

The electronic catalogue system is information system for the procurement 

goods/services that was developed by Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah in 2012. The process of selecting a provider that is open to every 

business actor is a manifestation of transparency in the procurement of government 

goods/services. This final project also discusses the general conditions that must be 

met by providers before entering the electronic catalogue system and the process 

of procurement of government goods/services through the electronic catalogue 

system. The purpose of writing this final project is to find out the role of the 

electronic catalogue system in encouraging transparent government procurement 

of goods/services in Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. In 

writing this final project the author get data sourced from primary and secondary 

data. The data was obtained through interviews with the head of the catalogue 

policy section at Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, the 

literature study was the result of a review the regulations regarding the electronic 

catalogue system and the author's documentation during field work practices by 

directly observing the provider selection process. 

Keywords: Government Procurement Goods/Services, transparent, e-catalogue 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi salah satu kegiatan pemerintah 

yang sangat penting. Hal ini karena tanpa kegiatan pengadaan barang/jasa 

pelayanan untuk masyarakat tidak dapat terlaksana. Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam hal ini bertindak sebagai lembaga yang 

diberikan mandat untuk melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan 

pengadaan barang/jasa pemerintah. Pembentukan LKPP bertujuan agar 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan secara efektif dan 

efisien (LKPP, 2020). 

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan selama ini sering kali 

mengarah pada tindak penyelewengan, seperti memberikan sejumlah uang kepada 

pejabat pengadaan agar pihak tertentu memenangkan proses pengadaan dan dapat 

berkontrak dengan pemerintah. Berbagai bentuk permasalahan transparansi selalu 

mengiring proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal tersebut akan mencederai 

pengadaan barang/jasa pemerintah karena kegiatan pengadaan dilaksanakan dengan 

dibiayai oleh APBN/APBD. 

Pentingnya kegiatan ini mendorong LKPP untuk terus memperbaiki sistem 

pengadaan yang ada di pemerintahan. Perubahan dalam sistem pengadaan 

diharapkan mampu untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan. 

Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan 

dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah 

dimengerti oleh masyarakat (Anggraini, 2013:4). Transparansi memberikan arti 

bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama. 

Untuk mewujudkan sistem pengadaan yang transparan, LKPP membuat 

suatu sistem pengadaan yang disebut dengan Sistem Katalog Elektronik pada tahun 

2012 dan diharapkan sistem ini dapat membuat proses pengadaan barang/jasa 

pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat serta memberikan persamaan 

kesempatan, akses dan hak yang sama bagi masyarakat dalam hal ini pelaku usaha 

yang terdaftar dalam sistem katalog elektronik. 
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Untuk memperlancar proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui 

sistem katalog elektronik maka pelaku usaha terlebih dahulu akan diseleksi oleh 

kelompok kerja pemilihan katalog elektronik. Pelaku usaha yang lolos berhak 

berkontrak dengan LKPP dalam hal penayangan produk di sistem katalog 

elektronik. Barang/jasa yang tayang dalam sistem katalog elektronik dapat dipilih 

oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang ingin melakukan pengadaan 

melalui E-Purchasing. 

Dengan begitu sistem katalog elektronik membantu pemerintah dalam 

memutus rantai pengadaan yang panjang karena penyedia telah  terpilih serta 

mewujudkan pengadaan yang transparan karena setiap kegiatan pemilihan penyedia 

akan dilakukan secara terbuka untuk setiap pelaku usaha yang memenuhi ketentuan. 

Berdasarkan uraian di atas   penulis   tertarik untuk mengangkat   tema 

mengenai peran sistem katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 

yang penulis tuangkan dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul “Peran Sistem 

Katalog Elektronik Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang 

Transparan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. 

 
1.2 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan ini selain untuk menambah ilmu pengetahuan 

penyusunan mengenai pengadaan barang/jasa, juga antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan Sistem Katalog Elektronik di Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

2. Untuk menjelaskan persyaratan dan ketentuan umum dalam pemilihan penyedia 

dalam Sistem Katalog Elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

3. Untuk menjelaskan proses pemilihan penyedia dalam Sistem Katalog 

Elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

4. Untuk menjelaskan proses pengadaan barang/jasa melalui Sistem Katalog 

Elektronik. 

5. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan oleh 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam proses 

pengadaan melalui Sistem Katalog Elektronik. 
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1.3 Manfaat Penulisan 

Adapun hasil yang diperoleh dari dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan dan menambah pengetahuan mengenai pengadaan barang/jasa 

pemerintah melalui Sistem Katalog Elektronik. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mengambil informasi yang dibutuhkan 

sebagai bahan masukan mengenai Sistem Katalog Elektronik. 

 

1.4 Metode Penulisan 

Adapun metode penulisan dalam Laporan Tugas Akhir ini dari jenis data 

yang digunakan, teknik pengumpulan data dan metode analisis data sebagai berikut: 

1. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir 

ini adalah data sekunder dan primer. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung dari 

subjek atau objek penelitian. Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, 

penulis mendapatkan data langsung dari Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan secara tidak langsung, 

seperti catatan, buku, dan lain sebagainnya. Dalam penulisan Laporan Tugas 

Akhir ini, penulis mendapatkan data melalui buku dan website Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data-data berupa informasi dari 

seorang   narasumber    dengan    acara    mengajukan    pertanyaan    yang 
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diperkirakan memiliki kemampuan dalam memberikan informasi yang 

berhubungan dengan tema penulis. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui 

informasi mengenai sistem katalog elektronik sebagai salah satu metode 

pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Wawancara ini penulis lakukan dengan 

Kepala Seksi Kebijakan Katalog yaitu Andri Priyo Utomo, S.T., M.M. 

b. Kepustakaan (Library Research) 

Kepustakaan atau studi pustaka adalah serangakaian kegiatan yang 

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan 

mencatat serta mengolah bahan penelitian. Literatur bacaan penulis berupa 

buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Studi pustaka ini 

diharapkan dapat menunjang data yang dikumpulakan oleh penulis. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen- 

dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung tema penulis yang diperoleh 

dari internet yaitu website LKPP maupun data-data yang diperoleh langsung 

dari LKPP. 

3. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif adalah metode analisis data dengan cara mendeskripsikan 

suatu kejadian atau penemuan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran 

secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat 5 bab dan setiap bab terdiri atas 

sub bab maupun sub sub bab. 

Bab I, merupakan bagian pendahuluan dari penulisan tugas akhir dengan 

beberapa sub bab, yaitu latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode 

penulisan dan sistematika penulisan. 

Bab II, merupakan landasan teori dari penulisan tugas akhir. Bab ini 

membahas mengenai kajian teori yang digunakan dan berhubungan dengan laporan 

tugas akhir yang diangkat oleh penulis. 
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Bab III, merupakan gambaran umum tentang penelitian mengenai profil dari 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Bab IV, merupakan bagian dari hasil penelitian. Dalam bab ini membahas 

gambaran umum tentang sistem katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa 

pemerintah, persyaratan yang diperlukan oleh penyedia untuk masuk ke sistem 

katalog elektronik, proses pemilihan penyedia pada sistem katalog elektronik, 

proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem katalog elektronik serta 

masalah dan solusi dalam sistem katalog elektronik. 

Bab V, merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan 

dan saran dari penulis untuk objek yang ada pada laporan tugas akhir. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis menjelaskan Peran Sistem Katalog Elektronik dalam 

mendorong pengadaan barang/jasa yang transparan di Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Sistem katalog elektronik merupakan salah satu metode pemilihan penyedia 

untuk pengadaan barang/jasa dengan nama E-Purchasing. Sistem ini 

dikembangan dan dikelolah oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sejak tahun 2012 dan terselenggaranya pengadaan yang transparan 

akibat dari transaksi pembelian yang tercatat. Sistem ini masih banyak 

kekurangan seperti website yang lambat saat digunakan oleh penyedia atau 

pejabat yang akan melakukan pemesanan. 

2. Setiap penyedia yang ingin terdaftar dalam sistem katalog elektronik harus 

memenuhi persyaratan dan ketentuan umum yang antara lain adalah (1) 

Terdaftar dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), (2) Tidak 

dalam daftar hitam, (3) Tidak sedang dikenakan sanksi oleh katalog elektronik, 

(4) Mengisi identitas perusahaan pada Sistem Katalog Elektronik dan (5) 

Memenuhi dokumen yang diwajibkan dalam pemilihan. 

3. Proses pemilihan penyedia dilakukan mulai dari usulan yang diajukan oleh 

instansi pemerintah kepada LKPP melalui direktorat pengembangan Sistem 

Katalog Elektronik. Dari usulan tersebut apabila diterima maka akan 

berlangsung proses pemilihan penyedia yang dilakukan oleh kelompok kerja 

pemilihan katalog elektronik. Proses pemilihan penyedia yang panjang tidak 

seimbang dengan jumlah kelompok kerja yang ada sehingga proses ini akan 

berlangsung lama. 

4. Proses pengadaan barang/jasa melalui sistem katalog elektronik disebut juga 

dengan E-Purchasing. Dalam pengadaan melalui E-Purchasing terbagi menjadi 

2 yaitu proses E-Purchasing tanpa negosiasi dan E-Purchasing dengan 

negosiasi. Perbedaan keduanya ada pada E-Purchasing dengan negosiasi. PPK 
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di E-Purchasing dengan negosiasi dapat melakukan penawaran harga dengan 

pihak penyedia melalui sistem katalog secara terbuka. Dan penyedia diharuskan 

untuk menyetujui atau tidak proses penawaran harga tersebut. Pada tahap 

pembayaran kepada penyedia dilakukan langsung dari kementerian yang 

melakukan pesanan kepada penyedia yang mengerjakan pekerjaan. Dalam 

proses ini pembayaran akan berlangsung lama karena kementerian akan 

melakukan pemeriksaaan pekerjaan dan diharuskan menerbitkan dokumen. 

Penerbitan dokumen yang lama akan menghambat proses pembayaran kepada 

penyedia. 

5. Kendala yang dihadapi dalam sistem katalog elektronik dalam pengadaan 

barang/jasa dan solusi yang dapat dilakukan diantaranya banyaknya usulan dari 

K/L/PD untuk mencantumkan barang pada katalog elektronik dan solusinya 

adalah LKPP perlu untuk membuat prioritas terhadap komoditas yang akan 

dipilih. Kendala pada dokumen penawaran yang disampaikan penyedia tidak 

sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh kelompok kerja pemilihan katalog 

elektronik dan solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan sanksi terhadap 

penyedia apabila melewati batas waktu penyampaian dokumen penawaran. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan terhadap pengadaan barang/jasa 

pemerintah melalui sistem katalog elektronik oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu: 

1. Perbaikan pada sistem katalog elektronik digunakan baik oleh penyedia maupun 

instansi yang akan melakukan pembelian. Perbaikan bisa dengan menggunakan 

jasa profesional untuk mengembangkan sistem yang ada. 

2. Menambah sumber daya manusia untuk kelompok kerja pemilihan katalog agar 

proses pemilihan penyedia dapat berlangsung lebih singkat. 

3. Mempercepat proses pembayaran kepada penyedia jika paket pekerjaan sudah 

diselesaikan. 
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